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. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, pukul 13.26 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU
40/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 32 /PUU-
XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 32/PUU-
XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai
di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI.

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 40/2014 dalam Perkara Nomor 32/PUU-
XVIII/2020 diajukan oleh Hj. Nurhasanah, SH., M.H, Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, Dr.
Maryono, S.Kar., M.Hum, Prof. DR. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng, DR. Habel Melkias
Suwae, S.Sos, M.M, Prof. Gede Sri Darma, D.B.A, Dra. Hj. Septina Primawati dan H.
Khoerul Huda, S.T, M.M yang memberikan kuasa kepada Zul Armain Aziz, S.H.,
M.H. dKK, para Advokat pada Kantor Hukum Zul Armain Aziz & Associates , untuk
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

. PASAL/AYAT UU 40/2014 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 6 ayat
(3) UU 40/2014 selengkapnya berketentuan sebagai berikut:
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Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”

. BATU U]JI

Bahwa Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 dianggap Para Pemohon bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan
dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap 6 ayat (3) UU 40/2014 dalam permohonan a quo, Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma frasa
“diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014, para
Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian
Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon dalam permohonannya, AJB Bumiputera 1912
merupakan asuransi yang berbentuk usaha bersama dan satu-satunya di
Indonesia, dimana dengan bentuk usaha bersama tersebut memiliki
perbedaan pengelolaan dengan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas;

2. Bahwa menurut para Pemohon dalam permohonannya, terkait dengan isu
pengaturan usaha perasuransian berbentuk usaha bersama yang sebelumnya
termuat dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian (UU 2/1992) telah pernah diajukan ke Mahkamah dan
telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013,
dan Mahkamah telah menegaskan terhadap Kketentuan tentang usaha
perasuransian yang berbentuk usaha bersama diatur lebih lanjut dengan
undang-undang. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh pembentuk
undang-undang Kketika membentuk UU 40/2014 dimana substansi yang
diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 diubah dengan Pasal 6 ayat (3) UU
40/2014 yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum
penyelenggara usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama diatur
lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sehingga norma a quo tersebut
justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 32/PUU-
X1/2013;

3. Bahwa menurut para Pemohon dalam permohonannya, dengan berlakunya
Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 tersebut yang justru bertentangan dengan
Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 selain berdampak
pada kewibawaan lembaga pemutusnya juga berdampak pada penegakan
hukum serta konstitusi yang sedang berlangsung dimana dalam hal ini
menimbulkan ketidakpastian hukum serta keadilan bagi para Pemohon yang
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sebelumnya telah mendapatkannya dalam Putusan Mahkamah sebelumnya
menjadi terhalangi.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon agar
Mahkamah menyatakan frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam
Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “diatur
dengan UndangUndang”.

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 6
ayat (3) UU 40/2014 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan
hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”,
menurut para Pemohon, Pasal 6 ayat (3) tersebut tidak sesuai dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 32 /PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014 yang dalam
pertimbangan hukum dan amarnya memerintahkan kepada Pembentuk
undang-undang untuk membuat norma bahwa Asuransi Usaha Bersama diatur
lebih lanjut dengan undang-undang, dan Mahkamah memberi waktu dua tahun
enam bulan kepada Pembentuk undang-undang untuk membentuk Undang-
Undang tentang Asuransi Usaha Bersama. Namun, ternyata Perubahan Undang-
Undang tentang Perasuransian, in casu UU 40/2014 tidak mengakomodir
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, yang menyatakan
bahwa Asuransi Usaha Bersama diatur dengan undang-undang. Pembentuk
undang-undang justru mendegradasinya menjadi mengatur dengan peraturan
pemerintah. Oleh karena itu menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 6 ayat (3)
UU 40/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai
konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014, Mahkamah terlebih
dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

[3.13.1] Bahwa berkenaan dengan perekonomian sebagai ‘Usaha Bersama’,
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, Alinea Keempat Pembukaan UUD
1945 yang menyatakan, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...".
Pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan salah satunya dalam Pasal
33 UUD 1945, khususnya ayat (1) yang menyatakan Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya,
perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama dengan asas
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kekeluargaan, namun tidak menutup ruang usaha dalam bentuk lain.

Lebih lanjut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan pedoman bagi negara
untuk menyusun perekonomian sebagai usaha bersama yang berasaskan
kekeluargaan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana dimaktubkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dari
aspek historis, sebagaimana termuat dalam lampiran UUD 1945 (sebelum
perubahan), Pasal 33 dicantumkan untuk menegaskan bahwa kemakmuran
masyarakat adalah utama, perekonomian disusun berdasar asas kekeluargaan,
cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak harus dikuasai Negara, hanya cabang produksi yang tidak
menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada di tangan individu/swasta,
sedangkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah
termasuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak
itu.

Mohammad Hatta selaku perancang Pasal 33 UUD 1945 menyatakan
bahwa kemunculan norma pasal tersebut dilatarbelakangi oleh semangat
kolektivitas yang didasarkan pada semangat tolong-menolong (Mohammad
Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Keekonomian dan Koperasi, Jakarta:
Perpustakaan Perguruan Kementerian PP&K, 1954, halaman 265). Selain
Mohammad Hatta, Soepomo sebagai salah seorang founding fathers
berpandangan bahwa ..the private sectors may be involved only in non-startegic
sectors-that do not effect the lives of most people...if the state does not control the
strategic sectors, they will fall under the control of private-individuals and the
people will be oppressed by them” (terjemahan bebas, sektor swasta mungkin
hanya terlibat dalam sektor non strategis yang tidak mempengaruhi kehidupan
kebanyakan orang .. jika negara tidak mengontrol sektor-sektor strategis,
mereka akan berada di bawah kendali swasta-individu dan rakyat akan ditindas
oleh mereka (Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari Tahun 2010, him.
121).

Bahwa selain itu, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
28/PUU-XI/2013, tanggal 8 Mei 2014, (alinea pertama hlm. 240) telah
mempertimbangkan makna usaha bersama sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta Penjelasannya tersebut,
koperasi merupakan bagian penting dari tata susunan ekonomi nasional
atau tata susunan ekonomi Indonesia. Suatu tata susunan ekonomi mesti
dirancang sesuai dengan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa yang
membentuk negara ini, nilai yang kemudian menjadi karakternya
sebagaimana diuraikan di muka, yaitu nilai dan karakter kolektif, yang
merupakan kebalikan dari nilai individualistik yang tidak dianut oleh
UUD 1945. Koperasi sebagai bagian dari suatu tata susunan ekonomi
mesti didesain, disosialisasikan, diperjuangkan, dan dilaksanakan, bukan
tata susunan yang diserahkan kepada mekanisme pasar, meski pasar
harus menjadi perhatian penting dalam percaturan perekonomian
internasional. Dengan demikian maka sistem perekonomian nasional
adalah merupakan sistem perekonomian yang berkarakter. Nilai yang
dijunjung tinggi yang kemudian menjadi karakternya tersebut telah
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dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu suatu tata susunan
ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Artinya, nilai sosial yang dijunjung tinggi dan diimplementasikan oleh
bangsa yang kemudian menjadi karakternya tersebut di dalam UUD 1945
dirumuskan menjadi demokrasi ekonomi yang bertumpu pada dasar
usaha bersama dan asas kekeluargaan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka telah
jelas bahwa usaha bersama sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945
adalah amanat tegas agar negara membentuk perekonomian dengan asas
kekeluargaan yang saling bergotong-royong wuntuk meningkatkan
perekonomian demi memajukan kesejahteraan umum, bukan individu semata
sebagai perwujudan tujuan dari Pembukaan UUD 1945.

[3.13.2] Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan Perusahaan Asuransi Usaha
Bersama (mutual insurance) sebagaimana praktik yang sudah berlangsung,
yaitu adanya Asuransi Usaha Bersama seperti AJB Bumi Putera 1912, telah
ternyata membuktikan bahwa perusahaan usaha bersama tersebut tidak hanya
berbentuk koperasi melainkan juga perusahaan asuransi, yaitu asuransi jiwa
bersama. Penegasan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
Putusan Nomor 32/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014, dalam Paragraf [3.10.3],
khususnya baris terakhir menyatakan:

. Bahwa eksistensi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912
sebagai salah satu bukti sejarah konsep asuransi dengan prinsip dan asas
kebersamaan atau usaha bersama (mutual).

Dengan demikian, sejarah perasuransian di Indonesia untuk pertama kali
telah dibentuk perusahaan Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance) yang
dikenal dengan AJB Bumi Putera 1912 yang bertahan sampai saat ini. Artinya,
Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 telah diejawantahkan bahwa usaha bersama yang
dapat berbentuk koperasi maupun usaha bersama yang berbentuk perusahaan
Asuransi Usaha Bersama yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan
derajat bangsa Indonesia (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-
X1/2013).

Bahwa sesuai fakta sejarah mengenai Asuransi Usaha Bersama (mutual
insurance) yang ada sejak sebelum Indonesia merdeka tersebut, pembentuk
undang-undang dalam Undang-Undang Perasuransian sebelum dilakukan
perubahan telah memberi penguatan terhadap Asuransi Usaha Bersama
(mutual insurance), yaitu dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan, “Ketentuan tentang usaha
perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (mutual) diatur lebih lanjut
dengan Undang-Undang"“.

Dengan demikian, keberadaan Asuransi Usaha Bersama (mutual
insurance) diakui dan diberi penguatan oleh pembentuk undang-undang untuk
berkembang dan bersaing baik dengan usaha asuransi dalam bentuk perseroan
maupun usaha asuransi dalam bentuk koperasi, dan Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 semakin mengukuhkan
penguatan Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance) dengan memerintahkan
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pembentuk undang-undang dalam waktu dua tahun enam bulan sejak putusan
diucapkan untuk membentuk dan mengundangkan Undang-Undang tentang
Asuransi Usaha Bersama di luar undang-undang tentang usaha perasuransian.
Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Asuransi Usaha
Bersama merupakan usaha yang harus dibentuk dengan undang-undang
sebagai amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

[3.13.3] Bahwa lebih lanjut, praktik usaha asuransi berbentuk usaha bersama di
Indonesia memang hanya dimiliki oleh A]B Bumiputera. Namun, usaha asuransi
berbentuk usaha bersama di negara lain berkembang dan maju menjadi
perusahaan asuransi yang besar seperti di Jepang, Perancis, Denmark,
Norwegia, Swedia, Belgia, Finlandia, Polandia, Slovenia, Spanyol, Amerika
Serikat, serta di Afrika Selatan. Di Selandia Baru justru diadopsi dan didominasi
oleh perusahaan asuransi jiwa. Bahkan perusahaan asuransi yang mengadopsi
bentuk usaha bersama justru berkembang dengan sukses dan menjadi
perusahaan multi-nasional yang memiliki cabang di banyak negara, seperti The
Folksam Group di negara Swedia, Liberty Mutual Insurance di Amerika Serikat,
The MACIF Group di negara Perancis, dan Old Mutual Life Assurance Company di
negara Afrika Selatan.

Keberhasilan perusahaan asuransi dalam bentuk usaha bersama di
berbagai negara tersebut didukung dengan memberikan ruang pengaturannya
dalam bentuk undang-undang, antara lain seperti: Selandia Baru, dengan
Insurance (Prudential Supervision) Act 2010 dan Farmers’ Mutual Group Act 2007
Number 1 Private Act, Kanada, dengan Mutual Insurance Companies Act Chapter
306 of Revised Statutes 1989 dan Mutual Fire Insurance Companies Act 1960-
Chapter 262, Inggris dan Scotlandia (United Kingdom), dengan Friendly Societies
Act 1992, Perancis, dengan Code de Ila Mutualié, Jerman, dengan
Versichegerungsaufsichtsgezetz yang telah diubah terakhir pada Tahun 2020.
Dengan demikian, maka terlihat dengan jelas bahwa untuk mendukung
Asuransi Usaha Bersama perlu diatur dengan undang-undang;

[3.13.4] Bahwa selain penegasan tersebut di atas, hal yang tidak dapat diabaikan
adalah kekuatan eksekutorial putusan badan peradilan. Sebagaimana diketahui
bahwa secara universal putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan
suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, ini tidak
berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan
juga pelaksanaannya atau eksekusinya secara paksa. Suatu putusan dapat
dilaksanakan apabila kepala putusan atau disebut irah-irah memuat kalimat
yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,
pencantuman irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan
tersebut. Sehingga, peniadaan irah-irah tersebut mengakibatkan putusan
menjadi batal demi hukum. Selain itu, pada asasnya, putusan yang dapat
dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah
terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti serta mengikat antara
para pihak yang berperkara.



Bahwa terkait dengan kekuatan eksekutorial putusan badan peradilan,
secara doktriner, bahwa putusan badan peradilan yang memerlukan eksekusi
nyata (riil) adalah amar putusan yang bersifat condemnatoir (penghukuman),
sedangkan putusan yang bersifat constitutief atau declaratoir tidak memerlukan
eksekusi nyata (riil). Namun demikian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
yang menyatakan norma dari undang-undang adalah inkonstitusional dan
kemudian diikuti amar yang memerintahkan kepada pembentuk undang-
undang dalam jangka waktu tertentu untuk membentuk undang-undang
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, maka
kedua amar tersebut di samping mengandung amar yang bersifat constitutief
atau declaratoir juga memuat amar yang bersifat penghukuman (condemnatoir).
Artinya, amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memuat perintah
untuk melakukan suatu tindakan, yaitu membentuk undang-undang yang
baru/tersendiri dalam jangka waktu dua setengah tahun sejak putusan itu
diucapkan.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan yang berkekuatan
hukum tetap tercermin dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan,
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, ...”. Kemudian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut ditegaskan
kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Kata “final” dalam kedua pasal tersebut di atas, dijelaskan dalam
Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK, yaitu:

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan
dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam
putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula
kekuatan hukum mengikat (final and binding).

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan
yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi semua pihak sejak putusan
itu diucapkan, terutama dalam hal ini pembentuk undang-undang. Artinya,
semua putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang mempunyai
kekuatan eksekutorial, terlebih terhadap putusan yang disertai amar yang
bersifat penghukuman (condemnatoir), sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa oleh karena itu persoalan yang menjadi pertanyaan penting dan
fundamental adalah apa akibat hukum apabila putusan Mahkamah Konstitusi
yang amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon bahkan terkandung
permintaan agar pembentuk undang-undang atau pihak lain untuk melakukan
perbuatan tertentu tidak ditaati. Menurut Mahkamah, tindakan tidak mentaati
putusan adalah ‘pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang
juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi’. Hal tersebut
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berakibat adanya Kketidakpastian hukum yang telah dikeluarkan oleh
Mahkamah Konstitusi. Akibat lainnya adalah terjadinya penundaan keadilan
(constitutionalism justice delay) yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi
Indonesia. Akibat hukum lain yang dapat ditimbulkan adalah ketidaktaatan
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memunculkan rivalitas
lembaga negara yang diperlihatkan oleh DPR dan Presiden melalui
pembentukan undang-undang yang dikeluarkan seolah mengabaikan putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, keadaan demikian tentu dapat
menyebabkan ketidakstabilan negara hukum utamanya penegakan nilai-nilai
konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah hukum yang dibentuk oleh
badan peradilan yang kewenangannya didasarkan langsung dari UUD 1945, di
mana ketika Mahkamah Konstitusi mengadili suatu perkara mendasarkan pada
pasal-pasal yang termuat di dalam UUD 1945 sebagai hukum materiil. Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Kata
hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak hanya UUD 1945 serta peraturan
perundang-undangan di bawahnya melainkan juga termasuk putusan
pengadilan. Sehingga ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
adalah pengabaian terhadap UUD 1945.

Bahwa dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi karena alasan-alasan
yang bersifat kekinian sehingga tidak tepat lagi untuk diakomodir/dipenuhi
atau tidak dapat dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang ataupun pihak
lain, sepanjang alasan tersebut berkaitan dengan konstitusionalitas suatu
norma, bukan sematamata alasan yang bersifat teknis dan pragmatis, maka
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi demikian dapat diajukan pengujian
kembali untuk dilakukan ‘peninjauan’ terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut, sebagaimana hal demikian telah pernah dikabulkan oleh Mahkamabh.
Bukan dengan sengaja menafsirkan putusan dimaksud dan selanjutnya tidak
mentaatinya.

[3.13.5] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 6
ayat (3) UU 40/2014 yang dipersoalkan oleh para Pemohon yang sangat terkait
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Menurut
Mahkamah, sesungguhnya dalam putusan tersebut, baik dalam pertimbangan
hukum maupun amarnya secara expressis verbis memerintahkan Pembentuk
undang-undang untuk membentuk Undang-Undang tentang Asuransi Usaha
Bersama dalam dua tahun enam bulan sejak putusan diucapkan. Selengkapnya
amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32 /PUU-XI/2013 menyatakan:

Mengadili,
Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1. Frasa “...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang” dalam Pasal 7 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467),
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bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “... ‘diatur lebih lanjut
dengan Undang-Undang’ dilakukan paling lambat dua tahun enam
bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan”;

1.2. Frasa “...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang” dalam Pasal 7 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “...
‘diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang’ dilakukan paling lambat
dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan”;

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah tersebut maka pembentuk

undang-undang diberi waktu dua tahun enam bulan untuk membentuk
UndangUndang tentang Asuransi Usaha Bersama (Mutual Insurance). Namun,
kenyataannya pembentuk undang-undang bukan membentuk undang-undang
sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013
melainkan hanya memuat satu pasal dalam UU 40/2014 bahkan pembentuk
undang-undang mendegradasi amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang
kemudian oleh Mahkamah juga telah diputus bahwa Asuransi Usaha Bersama
dibentuk dengan undang-undang.

Bahwa dalam persidangan baik Presiden maupun Dewan Perwakilan

Rakyat menyatakan yang pada pokoknya:

a.

Perusahaan AJB Bumi Putera 1912 hanya satu-satunya dan tidak
dimungkinkan akan ada penambahan perusahaan Asuransi Usaha Bersama
(mutual) lagi di Indonesia.

Dalam Usaha Bersama, penambahan modal tidak dapat dilakukan karena
karakteristik Usaha Bersama tidak membolehkan adanya penambahan
modal dari pihak luar selain dari anggota. Di sisi lain, karakteristik usaha
perasuransian adalah bisnis yang memerlukan modal usaha besar.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan Usaha Bersama
dalam menambah modal, dengan pemahaman Usaha Bersama sebagai
kumpulan pihak dan bukan kumpulan modal, sementara di sisi lain Usaha
Bersama tetap harus memastikan kemampuannya untuk memenuhi
kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, maka
terhadap Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama yang telah ada, agar
dapat tetap menjalankan usaha dengan memiliki standar perusahaan
asuransi yang ideal, perlu diatur pembatasan ruang lingkup Asuransi Usaha
Bersama dan penyempurnaan ketentuan mengenai tata kelola perusahaan-
perusahaan Asuransi Usaha Bersama.

Bahwa UU 40/2014 telah mengakomodir kebutuhan hukum perusahaan
asuransi berbentuk Usaha Bersama pada pasal-pasal dalam batang
tubuhnya, meskipun demikian, sebagai upaya penguatan terhadap
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perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama yang telah ada agar
memiliki standar sebagai perusahaan perasuransian yang ideal serta
memberikan perlindungan bagi para anggotanya, maka pembuat undang-
undang juga memperhatikan hal tersebut dengan mengatur lebih lanjut
mengenai badan hukum Usaha Perasuransian berbentuk Usaha Bersama
dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa penjelasan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut,
menurut Mahkamah telah menafsirkan lain dari maksud Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 32 /PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi a quo sangat
jelas dan gamblang menyatakan bahwa frasa “..diatur lebih lanjut dengan
Undang-Undang” dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sepanjang tidak dimaknai “.. ‘diatur lebih lanjut dengan
UndangUndang’ dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan
Mahkamah ini diucapkan”. Artinya, ketentuan tentang usaha perasuransian
yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) harus diatur lebih lanjut dengan
Undang-Undang tersendiri terpisah dari asuransi berbentuk perseroan dan
asuransi berbentuk koperasi.

Bahwa tindakan pembentuk undang-undang yang menafsirkan berbeda
dari maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013
merupakan tindakan yang keliru bahkan secara faktual tindakan pembentuk
undang-undang yang tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang
memiliki kekuatan eksekutorial merupakan bentuk ketiadaktaatan terhadap
hukum. Terlebih lagi, pembentuk undang-undang secara sadar menafsirkan lain
yang justru mendegradasi amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang telah
dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
32/PUU-XI/2013. Tindakan menafsirkan amar suatu putusan badan peradilan
adalah juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas universal ‘res
judicata pro viratate habetur’ yang menjadi landasan setiap putusan hakim yang
harus dianggap benar, sepanjang putusan itu tidak dibatalkan kemudian oleh
putusan hakim yang lain. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh
ditafsirkan lain dan harus dilaksanakan sebagaimana bunyi amar putusannya
dan bunyi amar putusan dimaksud dianggap benar hingga dibatalkan oleh
putusan hakim yang lainnya.

Bahwa alasan pembentuk undang-undang sebagaimana telah diuraikan
di atas, bukan merupakan alasan konstitusional melainkan alasan teknis-
pragmatis belaka. Seharusnya pembentuk undang-undang membuat undang-
undang mengenai Asuransi Usaha Bersama agar menjadi maju dan berkembang
sehingga dapat bersaing dengan asuransi perseroan dan asuransi koperasi.
Sebagaimana di negara-negara lain seperti yang telah Mahkamah uraikan dalam
Paragraf [3.13.3], terlebih untuk Indonesia yang secara fakta sejarah telah
memiliki Asuransi Usaha Bersama dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 yang
sampai saat ini keberadaannya masih diakui, justru harus didorong agar dapat
mengembangkan industri perasuransian dengan bentuk usaha bersama, apalagi
hal itu merupakan amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Di samping alasan
tersebut di atas, penguatan eksistensi Asuransi Usaha Bersama juga

10



mencerminkan adanya tekad dari negara dalam mempertahankan warisan
kultur dan semangat gotong royong (legacy) dalam membangun perekonomian
yang hingga saat ini masih relevan dibutuhkan yang menjadi ciri utama falsafah
bangsa Indonesia. Sebab, mengakomodir pengaturan asuransi sebagai usaha
bersama (mutual), sebagaimana AJB Bumi Putera 1912 di dalam undang-undang
adalah juga bagian dari bentuk legitimasi bangsa Indonesia terhadap aspek
legacy tersebut di atas.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut
Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU
40/2014 bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum, yaitu
mengganti frasa yang semula berbunyi “diatur dalam Peraturan Pemerintah”
menjadi “diatur dengan undang-undang”, sehingga ketentuan Pasal 6 ayat (3)
UU 40/2014 selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan
hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
UndangUndang”. Perubahan norma dimaksud semata-mata agar tidak
bertentangan dengan UUD 1945, Khususnya Pasal 33 ayat (1) yang telah
dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
32/PUU-XI/2013. Oleh karenanya, adalah tindakan inkonstitusional jika
pembentuk undang-undang menafsirkan lain atau berbeda dengan apa yang
telah diputuskan oleh Mahkamabh.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pembentukan Undang-Undang
tentang Asuransi Usaha Bersama sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah
berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini
diucapkan. Waktu dua tahun adalah waktu yang cukup bagi pembentuk undang-
undang (DPR dan Presiden) untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang
Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance).

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,
menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut
hukum.

. AMAR PUTUSAN

“Mengabulkan Permohonan para Pemohon”

. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara.

Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020 yang
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menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon terhadap pengujian UU
40/2014 mengandung arti bahwa ketentuan pasal a quo bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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